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WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU   

NOMOR   4   TAHUN 2026 

 

TENTANG  
 

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANJARBARU 
TAHUN 2026-2030 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANJARBARU,  

Menimbang   : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 
(6) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 

Tahun 2026-2030; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana 
penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah 
atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana 

Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Tahun 
2026-2030; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3822); 
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
 
 

 
 

 
 
 

4. Undang-Undang…  

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1801); 
  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
  11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

 
 

12. Peraturan…  
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  12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

  15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008         
Nomor 1088); 

  16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana 
Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025            
Nomor 6); 

  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan 
Penanggulangan Bencana Bencana di Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2017  Nomor 6); 
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132); 

  19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2022 Nomor 3); 

20. Peraturan… 
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  20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 
2025 tentang Rencana Pembangunan jangka 
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10); 
  21. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2025 

tentang Kajian Risiko Bencana Daerah (Berita Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 20); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA 
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANJARBARU TAHUN 

2026-2030. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Kalimanan Selatan. 

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru. 

6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarbaru. 

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

9. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana 

penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah 
dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar 
pembangunan daerah. 

10. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya 
sistematis meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, 

tanggap darurat, dan pemulihan, yang dilakukan sebelum, 
saat, dan sesudah bencana terjadi. 

11. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, 

biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, 
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk 

jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya 

tertentu. 
12. Risiko...  
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12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan 
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu 
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa 

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian 
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

14. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi 
risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan atau 
meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana 

15. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi 
masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang 
terkena bencana melalui rehabilitasi. 

16. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah 
terjadinya sebagian atau seluruh bencana. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan 
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan 

memperhatikan RPJM Nasional. 
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ 
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) program Perangkat Daerah. 
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai 

prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk 
mencapai sasaran. 

21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi. 

22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Perda. 

24. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota 

Banjarbaru. 
 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan 

maksud sebagai berikut: 
a. pedoman perencanaan Pembangunan Daerah, 

Rencana Penanggulangan Bencana dapat 
diintegrasikan dengan RPJMD; 

 

 
b. tolak...  



6 

 

 

 

 

 

 

b. tolak ukur penilaian keberhasilan Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Daerah; dan 

c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. 
(2) Tujuan Rencana Penanggulangan Bencana adalah untuk: 

a. melihat ketercapaian program nasional dan Daerah 

serta memudahkan untuk mendapatkan akses 
dukungan dalam pelaksanaan program yang telah 

menjadi kebijakan Penanggulangan Bencana di tingkat 
nasional;  

b. memberikan panduan yang memadai bagi Daerah 

dalam mengkaji risiko setiap Bencana yang ada di 
Daerah; 

c. mensinkronisasi perencanaan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana 
yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan 

Penanggulangan Bencana meliputi: 
1. penguatan kebijakan dan kelembagaan; 
2. penilaian risiko dan perencanaan terpadu; 

3. pengembangan sistem informasi, pelatihan dan 
logistik; 

4. penanganan tematik kawasan Rawan Bencana; 
5. peningkatan efektivitas pencegahan dan Mitigasi 

Bencana; 

6. penguatan Kesiapsiagaan dan penanganan 
darurat Bencana; dan  

7. pengembangan sistem pemulihan Bencana.  

  
BAB III 

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 
 

Pasal 3 

(1) Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen 
perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun.  
(2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun 

atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana. 
 
 

BAB IV 
SISTEMATIKA 

 

Pasal 4 
Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
a. bab I pendahuluan;  
b. bab Il karakteristik dan isu strategis Kebencanaan Daerah; 

c. bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;  
d. bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan 

Program;  
e. bab V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;  
f. bab VI pemaduan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi;  

g. bab VIl penutup. 
 

 
 
 

BAB V…  



7 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 5 

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana 
Penanggulangan Bencana oleh masing-masing instansi 

sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam 
instansi yang bersangkutan. 

(2) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara secara berkala, 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
 

 
BAB VI 

PENDANAAN 

 
Pasal 6 

Pendanaan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana 
yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada 
APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan 

memperhatikan kapasitas fiskal Daerah. 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Pasal 7 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 

 Ditetapkan di Banjarbaru 

pada tanggal 14 Januari 2026 

WALI KOTA BANJARBARU, 

 ttd 

ERNA LISA HALABY 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 14 Januari 2026 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU, 

ttd 

SIRAJONI 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026  NOMOR 4 
 


